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ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of local governments in
all districts in Province of North Sumatra for the 2017-2021 budget
year. The data used is secondary data obtained from the Audit
Board of the Republic of Indonesia in the form of a Budget
Realization Report for the 2017-2021 fiscal year.

This study is a descriptive study using an analysis of regional
independence ratios and financial ratios to assess the performance
of local governments in all districts in Province of North Sumatra.
The results showed that the development of the level of efficiency in
the management of regional expenditures of all districts in Province
of North Sumatra, it can be said less efficient which is the
percentage of average yield above 90%. And then for the
development of the level of effectiveness of the management of
Regional Original Income, it can be said to be effective, namely
with an average yield of above 80%, while for the decentralization
of Regional Original Income is on the low level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah
daerah di seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun
anggaran 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder
yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran
2017-2021.

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif menggunakan analisis
rasio kemandirian daerah dan rasio keuangan untuk menilai kinerja
pemerintah daerah di seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera
Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat
efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah seluruh kabupaten di
Provinsi Sumatera Utara, dapat dikatakan kurang efisien yaitu
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persentase hasil rata-rata di atas 90%. Dan kemudian untuk
pengembangan tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah dapat dikatakan efektif, yaitu dengan rata-rata imbal hasil
di atas 80%, sedangkan untuk desentralisasi Pendapatan Asli
Daerah berada pada tingkat rendah.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya
kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas kepada daerah, menuntut kesiapan
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dikarenakan semakin bertambahnya urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Anasta dan Ambarwati,
2023). Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah
tercermin dari Kinerja keuangan daerah. Mahsun, dkk. (2007:157) menyatakan Kinerja
keuangan daerah merupakan suatu bentuk hasil pencapaian yang dimiliki oleh pemerintah
daerah berdasarkan hasil perbandingan realisasi pendapatan atau belanja yang diterima
dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan jumlah pendapatan dan belanja yang
telah dianggarkan oleh pemerintah sebelumnya dalam APBD. Penilaian kinerja keuangan
pemerintah daerah ini dihitung dengan menggunakan rasio keuangan daerah terhadap
laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Soebagiyo dan Prajwalita,
2021:2).

Pemeriksaan atas kinerja pengelolaan terhadap APBD yang dikelola oleh
pemerintah daerah merupakan ukuran untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil
menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Noerainy dan Karina, 2016). Sebagai
salah satu komponen laporan keuangan, laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh
pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi
dan efektivitas penggunaan anggaran (Fitra, 2019).

Namun sampai saat ini, meskipun pemberian desentralisasi fiskal atau otonomi
daerah sudah dilakukan yaitu dengan memberikan sumber-sumber pendanaan kepada
daerah, tata kelola penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dianggap belum
optimal. Kinerja pemerintah daerah dianggap belum fokus dalam mengelola APBD. Hal
ini ditunjukan dengan adanya tingkat persentase PAD di dalam APBN yang cukup jauh
yang dikarenakan belum maksimalnya peranan pemerintah dalam menghasilkan PAD
sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat
(LHP BPK RI, 2017-2021).

Salah satu tujuan dilakukannya analisis kinerja keuangan daerah adalah untuk
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mengetahui fluktuasi kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu. Untuk
mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di propinsi Sumatera Utara
maka akan dilakukan analisis rasio keuangan antara APBD dengan realisasi anggaran
pada tahun anggaran 2017-2021 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten di propinsi Sumatera Utara. Dan untuk
perhitungan rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi keuangan,
rasio efektifitas keuangan, dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kondisi keuangan
pemerintah daerah pada suatu periode atau suatu siklus akuntansi, yang didalamnya berisi
sumber-sumber pendapatan atau penghimpunan dana dan penyaluran atau penggunaan
dana (Dwiastuti dan Supardi, 2021:25). Menurut Mardiasmo (2004) dalam Purwanti
(2021), pengukuran kinerja sektor publik menggunakan alat ukur finansial dan non
finansial yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi.
Bentuk dari pengukuran Kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari
unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian
penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun (Keintjem dan
Murni (2022)). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah untuk masa satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam
Permendagri No. 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pasal 1 ayat 1, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut
Permendagri No. 13 tahun 2006 pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah
dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang dikelompokan atas
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana
alokasi khusus, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD
(Halim dan Kusufi, 2012). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya sehingga dapat
diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dalam penelitian ini analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan
menggunakan beberapa rasio, yaitu: 1) Rasio Efisiensi; Ridho (2019:20) mengatakan
rasio keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja
keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil
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rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik,
2) Rasio Efektivitas; Halim (dalam Ridho, 2019) mengatakan rasio efektivitas
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang
direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Sedangkan Mardiasmo (dalam Awani, 2020) mengatakan bahwa
efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.
Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik,
3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; Harahap (2020:35) mengatakan bahwa rasio
derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan
asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Sedangkan Oates (1993) mengatakan
desentralisasi fiskal telah menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan
pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik. Semakin tinggi kontribusi PAD
maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
desentralisasi.

Model yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

|

Laporan Realisasi
Anggaran

|

Analisis Rasio
Keuangan:
- Rasio Efisiensi
- Rasio Efektivitas
- Desentralisasi
Fiskal

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah

Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Pendekatan ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang
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tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan berlangsung atau selama kurun waktu
tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut (Sugiyono, 2008 dalam
Rahmayati, 2016). Metode studi kasus ini akan dibatasi oleh bukti-bukti kuantitatif
berupa angka-angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan
pengumpulan data arsip/dokumen (library research). Data yang didapat dari teknik
pengumpulan arsip adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data sekunder
adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatra Utara
periode 2017-2021. Data yang diperoleh dari sumber publikasi Badan Pemeriksa
Keuangan yaitu melalui https://e-ppid.bpk.go.id/, jurnal-jurnal ilmiah, buku pustaka,
serta materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statistik
deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam bentuk
yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dari data
atau angka yang ditampilkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data
diantaranya:

1. Membuat tabel ringkasan pendapatan dan belanja daerah

2. Menghitung rasio keuangan (rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio desentralisasi)
berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel

Membuat tabel dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode

4. Mendeskripsikan data yang merupakan hasil perhitungan rasio keuangan atau
melalui grafik yang disajikan.

Dalam menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di
propinsi Sumatra Utara pada periode 2017-2021, rumus-rumus yang digunakan
diantaranya:

a. Rasio Efisiensi

Ridho (2019:20) mengatakan rasio keuangan daerah menggambarkan
perbandingan antara besarnya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
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Realisasi Belanja Daerah

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi = — X 100%
Realisasi Pendapatan Daerah
Sumber: (Halim, 2007)
Halim (dalam Ridho, 2019) mengatakan bahwa

rasio efektivitas

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan
yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas =

Realisasi PAD
Anggaran PAD

x 100%

Sumber: (Mahmudi, 2010)

c. Rasio Desentralisasi

Harahap (2020) mengatakan rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung
berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan total
pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

PAD

Rasio Desentralisast =

l'otal Pendapatan Daerah

x 100%

Sumber: (Halim, 2007)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rata-rata Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara Tahun

2017-2021
No.  NamaDagrah Efisiensi
2021 Ket. 2020 Ket. 2019 Ket. 2018 Ket. 2017 Ket.

1 KabAshan 9684% K 9850% K 1029% T 1004% T L% T
2 KbBaBw 10320% T 10260 T 1004% T 9%61% K o 1002% T
3 Kab.Dairi 9936% K 1003% T 9%68% K o 1026% T o 015% T
4 Kib. DeliSerdny ~ 11275% T %1% K 007% T 0176% T 013% T
5  ffemtods  9937% K 002% T 9%828% K 00U% T 008% T
6  Kab.Karo 1209% T  10505% T  1074% T 934% K 10465% T
7 Kblabwab  10673% T 10086% T 10370% T 9420% K 10820% T
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No.  Nama Daerah Efisiensi
2021 Ket. 2020 Ket. 2019 Ket. 2018 Ket. 2017 Ket

8  lhldfmbkn 10506% T %65% K 9765% K 9803% K 103600 T
9  fhlhmlm 1084% T 10094% T 1049% T 9449% K  ®B13% K
10 Kab.Langkat 11071% T 11866% T 0481% C 998% K 1003% T
11 Kbl 9501% K 10351% T 9,00 K  98%% K 10216% T
12 Kab.Nias 9%88% K 1210 T M T 2466% T 008% T
13 Khletsd 201% T 1034% T %52% K 90% K 983% K
14 KbNesSln 13491% T 10658% T 2982% K 10057% T 9%464% K
15 KbNesUts 12414% T 10534% T 9492% K 932% K 1045% T
16 KbPdglaes 1286% T 9986% K 10073% T 10366% T 10093% T
17  fimlesle 12124% T 9,3%% K 931% K 04% T 10644% T
18  KabPiplbwst  9733% K 0020% T %B76% K o %39%% K  9%828% K
19 KabSamosir  11383% T 02% T %600 K 1005% T 1048% T
20 fdbimbig  12063% T 0055% T 000% T 0 002% T 0030% T
21  KabSmangn  1L00% T 9829% K %B11% K o 10350% T 10346% T
22 fbTgmisdn  10185% T 10364% T 9953% K 9%608% K %% K
23 fnTgnig  9986% K 10646% T 10166% T 9458% K 1024% T
24  fbTpmilwe 1220% T W% T 9%03% K 1002 T 9%856% K
25 Kah.Toba 9%15% K  91% K  986% K  10605% T 9%.20% K
26 KotaBinjai 10050% T  9972% K 9936% K 1037% T %60% K
27  KoaGuggiol - 11626% T 10220% T 0021% T 0371% T 1025% T
28 KotaMedan 8957% C 9,8% K 9170% K o 9909% K o 9970% K
29  lamSiwn  9926% K 9024% K %5% K W060% T 9%,68% K
30 foahndosty  9761% K 1024% T 0 9B01% K 05%% T W% T
31 KoaSbolgp 9850% K 9208% K %2% K 13% T 90% K
32 foaTwjmiei  9363% K 9790% K 10012% T 1035% T 10646% T
33 KoaTeomgTg  96,61% K 9924% K 968% K o 1040% T 982% K

Rataaa Kab Kot 128,31% T 0060% T 9895% K 1010% T 10161% T

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran seluruh kabupaten/kota di
propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa tingkat
efisiensi belanja daerah masih berada pada posisi tidak efisien yaitu rata-rata persentase
efisiensi belanja adalah diatas 100%. Hal ini menandakan bahawa Pemerintah Daerah
belum dapat mengoptimalkan pendapatan yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan
(belanja) daerahnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan kinerja Pemerintah
Daerah masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah belanja masih lebih tinggi
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dibandingkan pendapatan yang dimiliki.

Tabel 2. Rata-rata Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara Tahun
2017-2021

=
©

Nama Dagrah

2021

Ket.

2020

Ket.

Efektivitas

2019

Ket.

2018

Ket.

2017

Ket.

© 00 N O O b W DN P

W W NN DNMNDNMDMNNMNDNMNMMNMNNNPEPEPRPRP PP PRPRP PP PR PP
P O © 00 N O Ol b WOWNPFP OO0 NO O A WDN P+ O

Kab. Asahan
Kab. Batu Bara
Kab. Dairi
K, DelSercang
it it
Kab. Karo
K, Labuhanbat
K el e
K Lt Ut
Kab. Langkat
K. Mg e
Kab. Nias
Kab. Nias Barat
Kab.Nies Seltn
Kab. Nias Utara
K. Pacing Lawes
e Lo Ui
Ka. ek Bt
Kab.Samosir
Ko, g B
Kab. Simalungun
Ko, ol et
Ko el Tege
Kab. e Ut
Kah. Toba
Kota Binjai
Kota Gunungstol
Kota Medan
ot Sy
KolaPenengsta
Kota Sibolga

96,84%
103.20%
99,36%
11275%
99,37%
12093%
106,73%
105,06%
108.4%%
110.71%
95,01%
94,88%
121,1%%
13491%
12414%
128,69%
12724%
97,33%
11383%
120,63%
111,00%
101,85%
99,86%
12203%
94,15%
100,50%
116,26%
89,57%
99,26%
97,61%
98,59%

SE

SE

SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE
SE
SE

SE

SE

SE
CE

m

17,14%
100,90%
103,64%
13,58%
96,87%
11210%
71,50%
§9,24%
99,24%
101,03%
96,93%
106,13%
91,32%
88,39%
4021%
54,24%
90,04%
10111%
90,59%
102,35%
90,51%
98,91%
§5,26%
12944%
10848%
60,74%
87,97%
83,22%
101,58%
130,54%
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KE
SE
SE
KE
E

SE
KE
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TE
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SE
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SE
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§9,18%
14261%
87,15%
10,68%
11140%
112.14%
12,96%
93,63%
111,65%
107,03%
82,21%
11362%
86,50%
99,10%
462.1%
81,41%
87,92%
11340%
93,16%
106,61%
99,35%
103.27%
18,57%
92,11%
93,96%
60,10%
96,04%
79,11%
89,27%
104 46%
19,15%

CE
SE
CE
KE
SE
SE
KE
E

SE
SE
CE
SE
CE
E

SE
CE
CE
SE
E
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E

KE
CE
SE
KE

95,62%
101,83%
14,74%
126,84%
150,26%
106,63%
90,17%
91,13%
111,63%
9L,77%
63,97%
96,47%
80,39%
93,01%
35,82%
19,67%
80,53%
84,97%
87,40%
89,59%
24,65%
100,28%
17,26%
91,75%
95,62%
66,61%
86,47%
17,45%
82,35%
10692%
66,41%

SE
KE
SE
SE
SE

SE

KE

CE

TE
CE
CE
CE
CE
CE
TE
SE
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KE
CE
KE
CE
SE
KE

95,42%
99,98%
104,04%
93,06%
102,8%%
109.17%
75,80%
100,40%
99,00%
10381%
46,18%
110.15%
38,65%
110,74%
26,75%
82,28%
99,31%
100.27%
98,60%
93,63%
47,55%
89,16%
87,62%
102,77%
100,98%
81,72%
81,56%
85,62%
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§9,25%
90,69%
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No.  Nama Daerah

2021

Ket.

2020

Ket.

Efektivitas
2019 Ket.

2018

Ket.

2017

Ket.

32 KotaTanjnghali
33 KolaTeting Tingi
Re Kb Ko

93,63%
96,61%
10451%

E
E
SE

70,65%
82,11%
90,13%

KE
CE
E

59,83%
96,86%
97,39%

TE
E
E

107,78%
108,02%
88,32%

SE
SE
CE

88,24%
93,15%
88,21%

CE
E
CE

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas seluruh kabupaten/kota di propinsi
Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa rata-rata tingkat
efektivitas berada pada angka diatas 80% dan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini
menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mempertahankan perolehan
pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan
kinerja Pemerintah Daerah sudah cukup baik karena mampu menghasilkan pendapatan

asli daerah yang direncanakan secara efektif.

Tabel 3. Rata-rata Rasio Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara
Tahun 2017-2021

No.  Nama Daerah

Kab. Asahan
Kab. Batu Bara
Kab. Dairi
K, DeliSercang
it i
Kab. Karo
Kab, Labunanbety
e et e
Ko Lttt U
Kab. Langkat
K. Mg e
Kab. Nias
Kab. Nias Barat
Kab. Nia Selatan
Kab. Nias Utara
K, P Lawas
it P v e
Ka. ek Bt
Kab.Samosir

© 00 N O O B W N -

e e
© 0 N UA WNRE O

2021
8,20%

14,94%
6,33%
26,17%
7,98%
8,00%
17,715%
6,73%
567%
6,99%
8,38%
11,75%
2,86%
2,34%
2,71%
4,39%
311%
4,62%
7,26%

Ket.

SR

SR

SR
SR

SR
SR
SR
SR

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

2020
9,79%

14,07%
8,51%
24.28%
7,23%
7.91%
13,71%
6,48%
573%
7,95%
6,00%
11,63%
3,02%
1,14%
7,60%
4,25%
4,63%
4,44%
7,56%

Ket.
SR

R

SR
C

SR
SR
R

SR
SR
SR
SR
R

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Desentralisasi
Ket.

2019
8,68%

10,83%
6,37%
23,10%
7,32%
8,26%
13,30%
7,79%
6,48%
7,09%
5,86%
11,16%
2,47%
1,96%
6,55%
4,59%
3,58%
574%
6,84%

SR
R

SR
C

SR
SR
R

SR
SR
SR
SR
R

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

2018
8,85%

6,11%
6,84%
21,52%
10,10%
10,65%
13,33%
5,88%
5,52%
6,14%
557%
9,84%
5,61%
1,68%
6,71%
4,61%
6,99%
3,75%
591%

Ket.

SR
SR
SR

O 0

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

2017
8,31%

6,29%
11,33%
2549%
9,00%
10,86%
10,71%
9,78%
5,02%
6,05%
521%
10,99%
5,62%
1,64%
2,91%
4,54%
6,69%
572%
8,77%

Ket.
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No.  Nama Daerah Desentralisasi

2021 Ket. 2020 Ket. 2019 Ket. 2018 Ket. 2017 Ket.
20 fobdmbi 854% SR 802% SR 909% SR 124% R  748% SR

21 KabSimwgn 796% SR 732% SR 815% SR 748% SR 109% R
22 falmidm 886% SR 1013% R 113% R 102% R  840% SR
23 falmitg  727% SR 738% SR 733% SR 630% SR 665% SR
24 faTgmile 1148% R 1033% R 855% SR 81% SR 1330% R
25 Kab.Toba 698% SR 570% SR 633% SR 52% SR 480% SR
26 KotaBinai 105% R  1273% R 11%% R  1508% R  158% R
27 Kbl 3,02% SR 363% SR 441% SR 41% SR 431% SR

28 KotaMedan 37%6% C  3662% C 3% C 3B4% C  3946% C
29 fuhmSemn  768% SR 837% SR 987% SR 928% SR 1271% R
30 fiehmmgats  1432% R 1573% R 1244% R 140% R 1212% R
31 KotaSibolgg 1293% R 1288% R  113% R  1305% R  168% R
32 KaTmpgieei  9,67% SR 1041% R 984% SR 1% R 1076% R
33 foaTmTrgg  1098% R 1379% R 4% R 158% R 1591% R

Rdnkiks  209% R 112% R 107% R 116% R 1218% R

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi seluruh kabupaten/kota di
propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 diperoleh gambaran bahwa rata-rata
tingkat desentralisasi berada pada tingkat yang rendah yang berfluktuatif pada tingkat
10% — 13%. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah dapat dikatakan sangat kurang
karena berada jauh di bawah 20%. Situasi ini menggambarkan bahwa usaha pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah belum dilakukan secara optimal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwa: (1) Dilihat dari rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun 2017-2021 dapat dikatakan
belum optimal. Hal ini karena tingkat efisiensi masih berada pada posisi tidak efisien atau
persentase berada pada nilai diatas 100% ; (2) Dilihat dari rasio efektivitas, kinerja
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara période tahun
2017-2021 dapat dikatakan baik. Hal ini karena pemerintah daerah sudah mampu
menghasilkan pendapatan asli daerah sesuai dengan apa yang direncanakan, yang rata-
rata persentase realisasi sudah diatas 90% ; (3) Dilihat dari rasio desentralisasi, kinerja
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara periode tahun
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2017-2021 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini karena tingkat desentralisasi masih
berada jauh di bawah 20%.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja
pemerintah daerah adalah pertama, pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan usaha
pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia
pengelola pendapatan asli daerah. Kedua, pemerintah daerah harus terus meningkatkan
kinerjanya agar tingkat efektivitas yang baik dapat bertahan secara konsisten dan dapat
membantu dalam upaya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ketiga,
pemerintah daerah perlu memperhatikan kembali anggaran belanja daerah dan
melakukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan belanja daerah guna
meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih
memprioritaskan belanja daerah yang mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana
masyarakat karena sumber penerimaan asli daerah banyak yang berasal dari masyarakat
berupa pajak dan retribusi daerah, hal ini dilakukan agar dapat memberikan motivasi
untuk masyarakat terus ikut serta dalam pembangunan di daerahnya.

Penulis menyadari penelitian ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan
dikarenakan keterbatasan yang dialami selama melakukan penulisan ini, oleh karenanya
saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) Menggunakan
indikator karakteristik kinerja keuangan baik itu efisiensi, efektifitas, dan desentralisasi
keuangan yang bersumber dari peraturan pemerintah terbaru; 2) Menggunakan indikator
tertentu dalam mengklasifikasikan daerah yang akan dianalisis, seperti misalnya kapan
dan dimana saja daerah yang termasuk dalam pemekaran wilayah; 3) Menggunakan
cakupan wilayah yang lebih luas agar lebih tergambar secara spesifik dan rinci letak
perbedaan dan perbandingannya, serta menggunakan jangka waktu terbaru.
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